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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan produk pangan yang dapat di-
lihat dari komponen-komponen sistem produk pangan, yaitu produksi dan juga 
distribusi. Hasil dari penelitina dalam mengembangkan suatu produk halal 
maka perlu dilakukan 3 hal ini, yaitu: Pertama, halal logistic untuk memastikan 
produk halal tidak terkontaminasi produk non halal pada saat proses distribusi 
oleh produsen. Kedua, sertifi kasi halal yaitu proses sertifi kasi terhadap produk 
atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan terhindar dari dari yang 
diharamkan oleh Allah. Ketiga, halal verifi cation yaitu melakukan edukasi ter-
hadap konsumen tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.
Kata kunci: Produk Halal dan logistic halal dan sertifi kasi halal
Abstract
The purpose of this study is to develop food products that can be seen from the 
components of the food product system, namely production and distribution. 
The results of the research in developing a halal product it is necessary to do 3 
things, namely: First, halal logistics to ensure halal products are not contam-
inated by non-halal products during the distribution process by the manufac-
turer. Second, halal certifi cation is the process of certifi cation of products or 
services in accordance with the provisions of Islamic sharia and avoid being 
prohibited by Allah. Third, halal verifi cation is to educate consumers about the 
importance of consuming halal products.
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PENDAHULUAN 
Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat Willingham, 2018 da-
lam (Nur Asnawi, 2018 ). Wilayah terbesar akan Asia Tenggara dan Timur Tengah dengan 
total 1,9 miliar konsumen muslim di 112 negara (Alam, 2011). Populasi Muslim semakin 
semakin tinggi dan hampir mencakup seperempat dari penduduk dunia (Mahroo Khan, 
2019). Berapa sumber terkena bahwa grafi k meningkat ini akan mencatat populasi Mus-
lim 30 persen pada tahun 2025. Tren peningkatan ini akan meninggalkan dampak besar 
pada lingkungan bisnis dan kemudian memodifi kasi persyaratan ekonomi di seluruh dun-
ia. Terutama, konsep halal akan mendapatkan signifi kan tidak bisa perhatian di seluruh 
dunia. Konsep ini akan sangat penting dan tidak hanya di negara-negara muslim tetapi 
juga di wilayah non-Muslim tentang makanan, layanan dan standar pengiriman. (Zul-
fakar, 2018)
  Konsep halal diterima begitu saja karena negara-negara pada umumnya sebelum 
swasembada dalam produksi pangan. Dengan gempuran perdagangan global dan peruba-
han gaya hidup negara-negara non-Muslim mendominasi perdagangan daging halal dan 
produk makanan olahan. Saat ini, tingkat kepastian tertentu diberikan oleh sertifi kasi ha-
lal untuk produk halal, yang dalam hal apa pun dapat dikeluarkan oleh lebih dari 100 lem-
baga sertifi kasi halal di seluruh dunia. Setiap organisasi memiliki standar dan pedoman 
halal sendiri. Fragmentasi ini semakin ditekankan ketika melintasi batas-batas negara di 
mana sampai saat ini tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk saling pengakuan antar 
negara. Kurangnya peraturan yang tepat tentang sertifi kasi berarti bahwa produk non-ha-
lal tanpa sadar telah berakhir di piring rumah tangga Muslim. Konsep halal (terutama 
makanan) benar-benar dari pertanian ke meja, dan harus bergizi dan disiapkan dari bah-
an-bahan yang diizinkan secara bersih dan higienis. Sehubungan dengan sertifi kasi halal, 
prosedur mengacu pada persiapan, penyembelihan, bahan yang digunakan, pembersihan, 
penanganan dan pengolahan, sampai ke transportasi dan distribusi. Makanan halal juga 
mematuhi standar ketat dalam kebersihan dan sanitasi, dan tidak boleh berbahaya bagi 
kesehatan. (Suddin Lada, 2009)
Seiring dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama Ilmu 
Pangan, persoalan kehalalalan produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat tidak 
lagi dipandang secara sederhana. Dengan rekayasa teknologi pangan pada saat ini, telah 
memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan 
yang dikonsumsi oleh setiap manusia. 
Dalam era globalisasi ini, produk diproses dan diproduksi melalui berbagai oper-
asi dan tahap sebelum mereka mencapai konsumen akhir dan mereka dikonsumsi. Kon-
sumen akhir biasanya tidak tahu tentang proses manufaktur yang terlibat serta bahan-ba-
han yang digunakan dalam produk yang menyebabkan ketidakpastian dan kecurigaan di 
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antara konsumen tentang keamanan pangan. Bagi dunia Muslim, produk dianggap sehat, 
aman atau higenis, hanya jika telah melalui proses halal dan dibuat dengan bahan-bahan 
halal sesuai d engan prinsip-prinsip Syariah (Waqar Ahmed, 2018 ). Fathi dkk. (2016) da-
lam (Waqar Ahmed, 2018 ) mengamati bahwa kebutuhan dan permintaan untuk sertifi kasi 
Halal kini diintensifkan di kedua negara non-Muslim dan Muslim.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan Pasal 2 yang menyebutkan 
“bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar ma-
nusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan 
tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat”. Ketentuan dari undang-undang diatas 
memberikan landasan bagi setiap konsumen memiliki hak konstitusional untuk mem-
peroleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya yang sesuai dengan 
keyakinan agama masing-masing. Bagi konsumen yang beragama Islam pangan yang 
sesuai dengan keyakinan agamanya berarti jaminanan kehalalan pangan dan jaminanan 
terpelihara dari produk yang haram menjadi suatu keharusan.
Menurut Dinar Standard (2012), prioritas konsumen muslim ketika bepergian ada-
lah ketersediaan produk halal (66,8%). Angka-angka juga menunjukkan bahwa produk 
halal menjadi kebutuhan dasar dan membuatnya tersedia adalah kebutuhan dasar untuk 
memenangkan hati ofthe pasar Islam (Thomson-Reuters, 2016). Produk halal tidak lagi 
menjadi perhatian pengusaha Muslim dan konsumen, tetapi produsen non-muslim juga 
tertarik untuk berpartisipasi dalam menyediakan produk-produk halal karena mereka 
menjadi kebutuhan dan tuntutan pasar (Azam, 2016), dan tentu saja sangat penting untuk 
bisnis praktisi. (Nur Asnawi, 2018 )
Menyelidiki keputusan konsumen terhadap produk halal yaitu dengan. Pertama, 
mengingat ukuran pasar makanan halal dan evolusinya dan. Kedua, mengingat relevan-
si kebijakan masalah ini. Popularitas Halal yang berkembang dapat dikaitkan dengan 
semangat keagamaan dan juga keyakinan bahwa itu lebih bersih, lebih sehat dan enak 
(Burgmann, 2007 dikutip dalam (Suddin Lada, 2009)
Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap 
hukum Shariah Islam. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan be-
rarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja. Konsumen produk halal 
yang berasal dari negara dengan penduduk muslim minoritas mengalami peningkatan 
yang cukup signifi kan dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya adalah Rusia 
yang berada di peringkat 9 sebagai konsumen makanan halal di dunia dengan capaian $ 
37 Miliar pada tahun 2015 (State of The Global Islamic Economy, 2016/2017). Kualitas 
produk halal atau juga biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non 
Muslim untuk menggunakan produk-produk halal Samori, Salleh, & Khalid, 2016 dalam 
(Faqiatul Mariya Waharini, 2018) karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan 
22
JII: Jurnal Investasi Islam
Vol. IV No. 1 Januari 2019
http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii
kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (from farm to plate).
Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmeti-
ka Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LP POM MUI serta melaporkan kepada 
Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LP POM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi 
Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut ber-
dasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP POM MUI. Setelah itu dilalui, 
barulah kemudian dikeluarkan sertifi kasi halal kepada produk tersebut (Hasan, 2014). 
Pengembangan produk pangan dapat dilihat dari komponen-komponen sistem pro-
duk pangan, yaitu menganekaragaman produksi, distribusi dan penyediaan produk pan-
gan serta konsumsi produk pangan. Dalam hal konsumsi produk pangan yang menjadi 
permasalahan dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga 
mengenai terpenuhinya kecukupan gizi. Selama ini produk pangan yang tersedia baru 
mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang sesuai dengan 
norma gizi.
Maka dari itu pada pembahasan penelitian ini penulis ingin membahas mengenai 
Model Pengembagan Produk Halal. Penulis ingin mengkaji lebih dalam pengembagan 
dari suatu produk halal, dalam hal ini produk halal tidak hanya di implementasikan pada 
pedagang kaum Muslim tapi diperlukan oleh non Muslim juga.
LITERATUR REVIEW
Arti harafi ah dari Halal adalah halal atau diizinkan. Namun, menurut hukum Islam 
Syariah, setiap makanan yang diizinkan untuk dimakan dikenal sebagai halal. Transporta-
si, penyimpanan, pembelian, bahan, penanganan, peralatan, serta aliran dokumentasi dan 
informasi sesuai dengan aturan umum hukum Syariah untuk memproduksi produk non-
makanan dan makanan dikenal sebagai operasi halal. Konsep Halal tidak hanya terkait 
dengan produk makanan, tetapi juga dengan kosmetik, perawatan pribadi, farmasi dan 
produk lainnya. Karena ini sebagian besar diproduksi oleh produsen non-Muslim Lever 
dan Fischer, 2018 dalam (Waqar Ahmed, 2018 ), oleh karena itu, ada kekhawatiran di 
antara konsumen tentang Halalnya bahan-bahan mereka. Keterlibatan daging dan alkohol 
yang diekstraksi enzim sebagai pengawet menciptakan banyak kecurigaan di kalangan 
konsumen Muslim yang mencari produk halal (Mukhtar dan Mohsin Butt, 2012; Lever 
and Fischer, 2018). Oleh karena itu, umat Islam juga memiliki kekhawatiran tentang ba-
han-bahan non-makanan (Rusdi et al., 2016; Lever et al., 2015) 
Dalam penelitian (Waqar Ahmed, 2018 ) bahwa proses Halal, sebagian besar kon-
sumen lebih tertarik untuk membeli makanan dan produk yang halal bersertifi kat dengan 
“halal” logo. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecuali sikap perilaku 
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konsumen, semua faktor dipelajari lainnya yang signifi kan. Salah satu alasan yang mun-
gkin untuk hasil yang tidak signifi kan dapat bahwa di Pakistan, Muslim mayoritas dan 
mereka percaya bahwa Pemerintah Pakistan telah memastikan kehalalan semua produk 
yang tersedia di pasar. Namun, ada kekhawatiran di kalangan konsumen Pakistan tentang 
keaslian lengkap dan keaslian dari produk yang dipasarkan sebagai Halal karena beber-
apa kasus bangkit dilaporkan di masa lalu. Dengan demikian, ada hubungan yang san-
gat signifi kan kesediaan konsumen untuk membayar produk Halal dan permintaan untuk 
sertifi kasi halal makanan dan produk lainnya.
Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan 
sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan 
minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman 
yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Rohman, 2012 ).
Dalam terminologi hukum Islam, “Halal” (bahasa Arab:) berarti “diperbolehkan”; 
obyek atau kegiatan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dilakukan menurut sya-
riah (ketentuan Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad). Mengkonsumsi produk halal 
adalah wajib bagi umat Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah 
ayat 88 sebagai berikut:
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” Al-
Maidah ayat 88
Dan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu sebagai berikut:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesung-
guhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Al-Baqarah ayat 168
Dalam hadis, Nabi Muhammad mengatakan: “Sesungguhnya Allah baik, tidak me-
nerima kecuali yang baik”. Istilah “halal” juga sering diikuti dengan istilah “Thayyib” 
yang berarti produk yang baik untuk dikonsumsi, berkualitas, suci, aman, tidak berbahaya 
bagi kesehatan dan telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 172 sebagai berikut:
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepa-
da-Nya kamu menyembah.” Al-Baqarah Ayat 172
Halal adalah istilah yang biasanya digunakan oleh Muslim dan non-Muslim; itu 
adalah sebuah entitas, baik, layanan atau prosedur yang diperbolehkan dalam agama Is-
lam. Hal ini tidak hanya terbatas pada makanan atau bahan tetapi memerlukan seluruh 
proses (Haleem, 2017). Halal Development Corporation HDC 2010 Menyoroti bahwa 
produk halal harus dibuat sesuai dengan Syariah Islam, termasuk semua kegiatan logistik 
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dan lain-lain (Mahroo Khan, 2019). 
Halal menurut ajaran Islam, umat Islam diizinkan untuk mengkonsumsi semua 
makanan yang baik. Allah telah menciptakan bagi mereka di bumi dengan pengecualian 
beberapa hal. Islam melarang konsumsi memancar darah, daging babi dan turunannya 
dan makanan yang memiliki telah pengorbananfi ced pada nama beberapa Tuhan palsu. 
Anggur dan minuman beralkohol lainnya dilarang dalam Islam. Ini semua makanan di-
anggap melanggar hukum dalam kuantitas atau substansi (Javeed Anam, 2018).
halal adalah segala sesuatu yang dapat diterima dan diperbolehkan untuk kaum 
Muslim. Halal diterapkan untuk kedua bahan dan tindakan. Jika mereka siap sesuai den-
gan hukum Islam atau Syariah, kondisi mereka disebut sebagai halal (Shariff, 2014).
Halal tidak lagi hanya masalah agama semata. Ini berada di ranah bisnis dan perda-
gangan, dan menjadi simbol global untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup Jumaa-
ton Azmi, 2005 dalam (Suddin Lada, 2009).
Sedangkan menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap 
kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifi kat halal. Sedangkan di dalam Al-
Qurán ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, 
babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta 
Khamr atau minuman yang memabukkan (Sayekti, 2014).
  Produk halal mengacu pada produk-produk yang memenuhi syarat syar’i yang 
mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya (Burhanuddin, 
2011). Menurut (Al-Ghazali, 2007), yang mengakibatkan makanan (benda) bisa menjadi 
haram karena jenisnya yang haram, seperti khamar, babi, dan sebagainya, termasuk di da-
lamnya produk-produk dari turunannya (alkohol, gelatin, dan lainnya), dan haram karena 
cara memperolehnya yang termasuk di dalamnya adalah harta untuk memperolehnya dan 
proses membuatnya.
Produk halal dalam UU tersebut adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai 
syariat Islam, meliputi barangdan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, 
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan 
yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat (www.kemenperin.go.id, 2019).
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Deskriptif kualitatif mengacu pada identifi kasi sifat-sifat yang membedakan atau karak-
teristik sekelompok manusia, benda, dan peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif 
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melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klas-
ifi kasi. Selain menggambarkan karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, 
kajian ini juga fokus pada pertanyaan dasar ‘bagaimana’ dengan berusaha mendapatkan 
dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap tanpa banyak detail yang 
tidak penting (Silalahi, 2010). 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yaitu 
buku-buku, jurnal, surat kabar, website, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
PEMBAHASAN
Halal Logistik
Logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasokan yang memerlukan pen-
gadaan, transportasi, penanganan material dan sebagainya. Sedangkan, logistik halal 
jangka disebut kegiatan logistik yang disetujui yang dilakukan oleh bisnis sesuai dengan 
aturan dan peraturan Islam Ab Thalib et al., 2016 dalam (Mahroo Khan, 2019). Tampa-
knya, gagasan halal sangat meningkat di seluruh perbatasan. Hal ini karena konsep ini 
relevan dengan baik Muslim dan non-Muslim. Tercatat nilai dari industri halal global 
US $ 2.1tn. Alasan utama untuk memperkenalkan konsep halal adalah untuk memuaskan 
konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi adalah sesuai dengan nilai-nilai 
Islam. Untuk memastikan bahwa produk tersebut halal, aturan Islam harus diikuti dari 
hulu ke hilir produk. Di sisi lain, non-Muslim menganggap produk halal aman dan higie-
nis (Mahroo Khan, 2019).
Halal logistik terutama salah satu industri yang paling cepat pertumbuhan yang 
memberikan jaminan substantif produk halal, mulai dari hulu ke hilir (Tieman, 2013). 
Berdasarkan temuan itu, disarankan bahwa praktek halal harus diikuti oleh bisnis dari 
langkah awal mereka untuk pengadaan sampai konsumsi. Menurut (Mahroo Khan, 2019), 
Sekarang konsumen Muslim telah menjadi lebih sadar tentang nilai-nilai agama mereka 
dan sekarang mereka lebih peduli tentang produk dan jasa yang mereka konsumsi. Oleh 
karena itu, dianjurkan untuk para pembuat kebijakan untuk menginformasikan dan men-
didik masyarakat mereka tentang logistik halal termasuk manufaktur, transportasi, pergu-
dangan, penyimpanan dan penanganan bahan.
Sektor halal logistik akan selalu booming karena perhatian halal, kekhawatiran ini 
positif akan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Dengan demikian, negara ha-
rus perlu meningkatkan kesadaran tentang makanan halal dan jasa antara orang-orang. 
Untuk itu, media dapat memainkan signifi Peran tidak bisa dalam mendidik orang tentang 
produk dan layanan halal. Demikian pula, media juga dapat memainkan penting dalam 
menginformasikan orang tentang logistik halal dan kegunaannya. Pada akhirnya, logistik 
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pihak ketiga dan penyedia layanan harus menumbuhkan konsep logistik halal di kalangan 
konsumen potensi mereka dan mengadopsi halal logistik (Mahroo Khan, 2019).
Semua produk halal harus mengikuti hukum syariah, tidak terkecuali proses logis-
tiknya. Oleh karena itu, perlu adanya proses logistik yang menerapkan prinsip-prinsip 
syariah dalam pelaksanaannya. Prinsip utama dari halal logistic adalah memastikan pe-
misahan antara produk halal dan non halal. Dari seluruh supply chain, pihak penyedia 
jasa layanan logistik berperan penting untuk memastikan bahwa bahan mentah, bahan 
baku, pengemasan, penyimpanan dan trasnportasi produk halal telah dilakukan dengan 
benar sehingga tidak terkontaminasi produk non halal (Soon et al, 2017). Menurut Tie-
man (2013) ada tiga dasar dalam halal logistic, yaitu: pertama, kontak langsung dengan 
produk haram. Kedua, risiko kontaminasi. Dan yang terakhir persepsi konsumen Muslim 
(Faqiatul Mariya Waharini, 2018).
Halal logistic yang dapat menjamin kehalalan produk, memerlukan pertimbangan-
beberapa faktor, antara lain: standar kebersihan (hygiene) yang komprehensif, kualitas 
dan juga keamanan produk. Pelayanan halal logistic mewajibkan prosedur khusus dalam 
penanganan rantai pasokan. Oleh karena itu perusahaan penyedia jasa layanan halal lo-
gistic harus mempertimbangkan beberapa hal penting (Jaafar, 2011) diantaranya:
1. Penyedia jasa halal logistic harus memiliki pemahaman yang komprehensif 
tentang kehalalan produk serta dasar dan pedoman sebelum melakukan 
implementasi. Status halal akan diperoleh apabila seluruh aktivitas (SCM) 
telah diimplementasikan. Perusahaan dapat menerapkan standar penanganan 
produk untuk menjaga kehalalan produk. Apabila produk mengalami kontak 
langsung dengan produk non halal, maka produk halal tersebut menjadi 
produk non halal. Namun apabila produk non halal terbuat mengalami 
kontak dengan peralatan atau fasilitas penyimpanan dan pengiriman, maka 
bisa dilakukan prosedur penyucian sesuai dengan ketentuan Islam.
2. Pemisahan produk halal dan non halal dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
misalnya berdasarkan kompartemen, sistem pemeringkatan atau pengemasan 
yang tepat supaya produk halal dan non halal tidak bercampur. Prosedur 
penanganan juga harus diterapkan terhadap karyawan yang bertugas menangani 
produk, serta peralatan, mesin dan fasilitas yang digunakan.
3. Jaminan terhadap kehalalan produk bisa direalisasikan seandainya produk 
berada di bawah pengawasan perusahaan penyedia jasa halal logistic. Saat 
barang ditransfer ke perusahaan penyedia jasa halal logistic yang lain, maka 
kesempatan untuk tetap mempertahankan integritas kehalalan produk akan 
menurun. Situasi ini akan semakin memburuk pada level retailer karena 
tingkat pengendalian dan pengawasan yang semakin menurun.
Sertifi kasi Halal
Sertifi kasi halal adalah proses sertifi kasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan 
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ketentuan syariah Islam. Sertifi kasi halal dilakukan pertama kali di Amerika Serikat pada 
tahun 1960-an sebagai jaminan bagi umat Muslim yang tinggal di negara non Muslim 
agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan agamanya. Halal merupakan 
persyaratan yang diwajibkan untuk setiap produk dan jasa yang dikonsumsi oleh umat 
Islam, dan saat ini dipertimbangkan sebagai standar kualitas produk. Standar kualitas 
halal diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan 
dan produk medis serta diterapkan pula pada pelayanan yang terkait dengan produk halal 
tersebut Noordin et al, 2014 dalam (Faqiatul Mariya Waharini, 2018).
Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (2017), 
impor makanan dan minuman olahan untuk rumah tangga berjumlah US $ 3.016 juta. 
Ini menunjukkan bahwa pasar makanan dan minuman olahan yang beredar di Indonesia 
sangat besar dan harus memenuhi semua standar halal yang dibuktikan dengan sertifi kasi 
halal. Di Indonesia, sertifi kasi halal secara resmi dikeluarkan oleh Lembaga Pengkaji-
an Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Dewan Ulama Indonesia (LPPOM MUI), seperti 
di MUIS Singapura, JAKIM Singapura, Jepang MPJA, HFA Jepang dan HFC Amerika 
Serikat. Menurut LPPOM MUI (2016), selama periode 2010-2015 jumlah produk yang 
beredar di Indonesia mencapai 309.115 item, jumlah produk bersertifi kat halal menca-
pai sebanyak 35.962, dan jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifi kasi halal 
sebanyak 33.905 . Dengan demikian, 11,63 persen produk makanan, kosmetik dan obat-
obatan di pasar telah bersertifi kat halal dan 88,37 persen masih belum bersertifi kat ha-
lal. Untuk mempercepat proses penerbitan sertifi kasi halal, LPPOM MUI meluncurkan 
Sistem Layanan Online Sertifi kasi 230000 (CEROL-SS 23000) untuk memastikan kual-
itas layanan dan transparansi manajemen sertifi kasi halal. Memperoleh sertifi kasi halal 
untuk produsen adalah langkah strategis untuk meyakinkan konsumen dan membuktikan 
bahwa produk dipasarkan (mulai pemilihan bahan baku, proses produksi hingga presenta-
si) sesuai dengan hukum Islam (syariah), sebagaimana dibuktikan dengan logo halal pada 
kemasan dan ditampilkan di restoran outlet. (Nur Asnawi, 2018 )
Dalam penelitian (Rajagopal, 2011) bahwa sertifi kasi halal suatu barang dipandang 
sebagai kualitas terbaik dan produk higienis karena aturan keras dan prinsip-prinsip pro-
duk ini mengikuti. Selain itu, perusahaan melampirkan sertifi kat halalfi kation dengan 
produk dan layanan mereka untuk menggambarkan keamanan dan kebersihan produk 
mereka. Oleh karena itu, barang halal certifi kation adalah janji produsen kepada kon-
sumen untuk memberikan kualitas, aman dan bersih produk dan layanan. Oleh karena 
itu, penting bagi bisnis untuk mengadopsi halal certi makananfi kation untuk produk dan 
layanan mereka demi perkembangan bisnis mereka.
Ketika konsumen membeli produk, mereka tidak tahu jika produk yang halal, “ha-
ram” atau “Shubhat.” Makanan yang dijual di negara-negara non-Muslim dapat dianggap 
sebagai barang kepercayaan sejauh konsep halal yang bersangkutan. sistem sertifi kasi 
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halal memungkinkan untuk mengubah barang kepercayaan seperti menjadi barang pen-
carian dengan memasukkan logo sertifi kasi halal pada kemasan makanan atau makanan 
sendiri. Setiap individu Muslim bertanggung jawab untuk apa dia mengkonsumsi. Na-
mun, sertifi kasi halal memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan hukum 
Islam, tetapi tidak menjamin bahwa setelah produksi, produk disimpan dan diangkut se-
suai dengan hukum Islam. Bahan-bahan dari produk berlogo halal disimpan di gudang 
dan diangkut dengan tepat, dan melewati proses produksi sesuai dengan hukum Islam. 
Namun demikian, produk dengan logo halal mungkin disimpan dan diangkut tidak tepat 
setelah produksi. Misalnya, rak dan palet untuk produk halal dan non-halal harus dipisah-
kan saat diangkut (Ngah, 2014).
Makanan halal secara fi sik mirip dengan makanan lain, hal itu berbeda sifatnya, 
teknik dan cara pengolahan menyembelih. Jika hewan belum disembelih menurut atur-
an Islam yang ditentukan, daging tidak diizinkan untuk konsumsi. Produk dengan halal 
dukungan atau sertifi kasi dianggap cocok bagi umat Islam untuk mengkonsumsi. certi 
inifi kation melambangkan kebersihan dan gizi yang lebih besar. Hal ini dianggap telah 
diproduksi di bawah pengawasan dan persyaratan hukum Islam yang ketat. konsumen 
Muslim merasa aman tentang pembelian produk tersebut tanpa berpikir untuk memper-
tanyakan keaslian mereka. Halal juga dapat dilihat sebagai indikator kualitas bahkan un-
tuk konsumen non-Muslim di bawah kualitas sistem manajemen sertifi kasi halal (Mubb-
sher Munawar Khan, 2017).
Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi 
masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya 
untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan 
kosmetika. Kegiatan sertifi kasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada 
tahun 1994. Kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui 
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang 
dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan 
sertifi kasi halal. Akhirnya, masalah sertifi kasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, 
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996 (Sayekti, 2014).
Sejak tahun 2001, pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifi ka-
si halal kepada LPPOM MUI yang telah berdiri sejak tahun 1989. Sertifi kat halal masih 
bersifat voluntary oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Dalam penye-
lenggaraannya, LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pelaku usaha yang mengaju-
kan permohonan sertifi kasi halal karena LPPOM MUI merupakan lembaga nonpemerin-
tah (swadana). LPPOM MUI telah membuat standar persyaratan sertifi kasi halal (HAS 
23000) yang dijadikan standar dalam forum internasional World Halal Food Council 
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(WHFC), dan Ketentuan Sistem Jaminan Halal sebagai upaya mengefektifkan dan men-
jaga kesinambungan pelaksanaan sertifi kasi halal serta memperlancar kerja sistem ad-
ministrasi sertifi kasi halal yang telah ditetapkan (Sayekti, 2014).
Kehadiran UU JPH nomor 33 tanggal 25 September 2014 menjadi payung hukum 
atas pelaksanaan JPH di Indonesia. Sertifi kasi halal menjadi suatu hal yang wajib atas 
produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan 
JPH dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Menteri Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, 
BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH sebagai pe-
meriksaan dan/atau pengujian produk, dan MUI. Penyelenggaraan sertifi kasi halal oleh 
BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, 
2. BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU,
3. Dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil, dan 
4. Pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) dari biaya permohonan sertifi kat halal, dan sertifi kat halal berlaku 
lebih lama (4 tahun). Namun demikian terdapat beberapa kelemahan antara 
lain. Pertama, alur proses pelaksanaan sertifi kasi halal menjadi panjang 
dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat. Kedua, rawan 
konfl ik kepentingan. Ketiga, pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya. 
Dan keempat, masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.
Besarnya permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri 
tidak diiringi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya dalam 
hal sertifi kasi produk halal. Seperti kebanyakan negara dengan penduduk Muslim may-
oritas, badan sertifi kasi halal kurang optimal karena adanya anggapan bahwa setiap pro-
duk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak diperlukan 
sertifi kasi halal pada produk tersebut Gillani et al, 2016 dalam (Faqiatul Mariya Waha-
rini, 2018). Sertifi kasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh 
pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih adanya pro 
dan kontra sertifi kasi halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebabkan proses 
sertifi kasi halal saat ini belum optimal.
Halal Verifi cation
Halal verifi cation merupakan tahap yang tidak kalah penting karena berkaitan den-
gan proses penyampaian produk jadi kepada konsumen akhir. Produk halal yang berkual-
itas tidak akan dapat mendatangkan keuntungan bagi produsen jika tidak dapat terjual 
ke konsumen. Hal yang seringkali terjadi adalah produk yang dihasilkan tidak selalu 
mendapatkan tanggapan baik dari konsumen meskipun produk yang dihasilkan sudah 
melalui proses produksi sesuai dengan ketentuan sistem jaminan halal bahkan memiliki 
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sertifi kat halal. Adanya anggapan di negara dengan penduduk Muslim mayoritas bahwa 
semua produk dianggap halal, menyebabkan sertifi kasi halal tidak memiliki keunggulan 
kompetitif dibandingkan dengan produk lain yang belum memiliki sertifi kat halal (Faqia-
tul Mariya Waharini, 2018). 
Edukasi yang perlu dilakukan terkait dengan produk halal perlu dilakuka dari mas-
yarakat harus diberikan pemahaman bahwa mengonsumsi produk berlabel halal itu pent-
ing karena label halal pada produk makanan menjadi jaminan kehalalan produk. Salah 
satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengkampanyekan gaya hidup halal. Mem-
berikan pemahaman bahwa halal merupakan kebutuhan bukan hanya sekedar kewajiban 
yang harus dipenuhi (Faqiatul Mariya Waharini, 2018). 
PENUTUP
Dapat disimpulkan dari penulis bahwa dalam mengembangkan suatu produk halal 
maka perlu dilakukan 3 hal ini, yaitu: Pertama, halal logistic untuk memastikan produk 
halal tidak terkontaminasi produk non halal pada saat proses distribusi oleh produsen. 
Kedua, sertifi kasi halal yaitu proses sertifi kasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan 
ketentuan syariah Islam dan terhindar dari dari yang diharamkan oleh Allah. Ketiga, halal 
verifi cation yaitu melakukan edukasi terhadap konsumen tentang pentingnya mengkon-
sumsi produk halal. Bahwa mengkonsumsi makanan halal bukan merupakan kewajiban 
namun kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap umat manusia.
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